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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis pada bab 

sebelumnya mengenai IUP yang menjadi jaminan kredit kepada bank, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Bank dalam memberikan layanan kredit tentunya memperhatikan keamanan 

dan juga keuntungan. Dalam memberikan kredit bank riskan untuk 

mengalami risiko kredit, maka bank harus melakukan analisis kredit yaitu 

dengan metode 5C. Jaminan (collateral) adalah salah satu bagian dari 

metode 5C. Untuk menjadi jaminan bank, suatu jaminan harus memiliki 

sifat kebendaan, sementara IUP bukanlah suatu benda, yang memiliki sifat 

kebendaan ialah surat yang dalamnya tercantum IUP yang diberikan oleh 

Pemerintah. Selain itu, suatu benda untuk menjadi jaminan di bank wajib 

memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, yaitu marketable dan 

secured.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, IUP tidak memenuhi 

syarat untuk menjadi benda yang marketable karena tidak memenuhi unsur 

atau syarat yang ada di dalamnya. Lebih lanjut, IUP pula tidak dapat 

menjadi benda yang secured karena tidak termasuk dalam objek yang 

terdapat pada lembaga jaminan perbankan, yaitu gadai, fidusia, resi gudang, 

hak tanggungan, dan hipotek. Maka, pada kasus yang terjadi bahwa IUP 

dicabut oleh Pemerintah dengan salah satu alasannya adalah dijadikan 

sebagai jaminan di bank merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 93C UU Pertambangan 

Minerba.  

2. Dengan dicabutnya IUP oleh Pemerintah tentunya menimbulkan akibat 

hukum. Akibat Hukum yang terjadi terhadap IUP berdasarkan Pasal 151 

ayat (1) UU Pertambangan Minerba ialah pencabutan IUP karena 

melakukan pelanggaran yang tercantum di dalam Pasal tersebut. Akibat 
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hukum juga dirasakan oleh bank, dimana bank tidak dapat mengeksekusi 

IUP sebagai jaminan jika debitur melakukan wanprestasi atau dengan kata 

lain tidak dapat membayarkan kredit yang dimiliki kepada bank. IUP tidak 

dapat dieksekusi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kredit macet. 

Merujuk pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, meskipun pihak 

debitur tidak meminta kepada debitur untuk memberikan jaminan atas 

kekayaannya, namun debitur memiliki perikatan atau perjanjian kredit 

dengan bank, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, secara otomatis seluruh kebendaan milik debitur juga menjadi 

jaminan atas kredit yang dimiliki. Lebih lanjut, segala kebendaan yang 

dimiliki oleh debitur akan dibagi dengan merata sesuai dengan jumlah 

hutang yang dimiliki oleh debitur.  

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan 

penulis antara lain: 

1. Bank tidak menerima IUP sebagai jaminan pinjaman yang diberikan oleh 

debitur karena pada dasarnya IUP tidak memiliki nilai uang. Hal tersebut 

menjadi sangat berisiko bagi pihak bank karena dapat merugikan dan pada 

akhirnya jika debitur melakukan wanprestasi atau seperti apa yang terjadi 

pada kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu IUP yang dimiliki 

oleh pemegang IUP dicabut oleh Pemerintah, maka IUP sebagai jaminan 

tidak dapat dieksekusi dan tidak akan ada nilai apapun lagi yang 

mengakibatkan bank dapat mengalami kredit macet.  

2. Perusahaan pertambangan sebagai pemegang IUP tidak menyalahgunakan 

IUP yang sudah diberikan oleh Pemerintah sebagai jaminan kredit yang 

diberikan kepada bank karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap 

Pasal 93C UU Pertambangan Minerba dan dapat menyebabkan perusahaan 

terkena sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian 

sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, 

dan/atau pencabutan IUP sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 151 

ayat (2) UU Pertambangan Minerba.  
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3. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang menurut saran penulis agar 

membuat peraturan khusus tentang sanksi yang dapat membuat perusahaan 

maupun bank lebih jera dan tidak melanggar apa yang dilarang oleh 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.  
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